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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional
merupakan salah satu upaya untuk kesejahteraan yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperlukan pedoman
sebagai pegangan dalam berperilaku atau bersikap tindak. Pembangunan hukum
sebagai salah satu bidang pembangunan harus mendapat perhatian, tidak hanya
pembentukan atau pembinaannya saja, akan tetapi juga pelaksanaannya.
Pembangunan dan pembinaan bidang hukum harus diarahkan agar hukum mampu
memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala
Sidang sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta
memperlancar pembangunan.

Diperlukan usaha-usaha wuntuk meningkatkan dan menyempurnakan
pembinaan hukum nasional, antara lain dengan mengadakan pembaharuan serta
unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran

hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai kesadaran hukum rakyat, dan



diusahakan penampungannya dalam peraturan perundang-undangan sebagai
perwujudan dari hukum tertulis."

Salah satu bidang hukum yang dianggap penting serta perlu mendapat
perhatian yang serius adalah Hukum Jaminan, karena bidang Hukum Jaminan ini
dapat berfungsi untuk menunjang langsung pembangunan suatu negara, seperti yg
dinyatakan oleh Profesor Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH :

“Dalam rangka pembinaan hukum nasional demikian, suatu bidang hukum

yang meminta perhatian vang serius dalam pembinaannya, antara lain

ialah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan
akan diikuti oleh perkembangan keperluan akan kredit dan pemberian

fasilitas memerlukan jaminan demi keamanan bagi pemberian kredit
2
tersebut.™

Pendapat tersebut kiranya sulit untuk disangkal akan kebenarannya,
karena perkembangan sektor perdagangan, perindustrian dan kegiatan-kegiatan
lainnya dalam rangka pembangunan akan memerlukan dana yang cukup besar
sebagai modal utamanya. Salah satu cara untuk memperoleh dana melalui jasa
perbankan. ‘z:tu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank. Sarana kredit
dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit merupakan urat nadi kehidupan

para pengusaha. Fasilitas kredit tersebut tentunya tidak akan diberikan begitu saja

' A. Hamzah dan Senjun Manullang, 1987. Lembaga Fidusia dan Penerapannya di
Indonesig. Indhill-Co. Jakarta. hlm. 3.
© S Soedewi Masichun Sofwan. 1977. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga

Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktck dan Perkembangannya di Indonesia, Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Hlm. 2.



oleh pihak bank, karena demi keamanan modal tersebut bank meminta jaminan.
Salah satu contoh jaminan yang lebih penting adalah tanah.

Walaupun jaminan tidak harus selalu dalam arti fisik tetapi pihak bank
lebih menyukai jaminan vang bersifat kebendaan, pada khususnya adalah tanah.
Penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan juga sering dipraktekkan dalam
pemberian kredit untuk berbagai keperluan, karena tanah selain dianggap paling
aman untuk dijadikan jaminan, juga mempunyai nilai jual yang relatif tinggi,
harga terus meningkat. tidak mudah musnah dan yang terpenting dapat dibebani
dengan Hak Tanggungan yang memberikan kedudukan istimewa kepada
kreditornya sebagai kreditor preferen yaitu mempunyai hak untuk di dahulukan
dari kreditor-kreditor lainnya.

Lain halnya dengan kreditor konkuren, dalam hal ini kedudukan kreditor
adalah sama dan bersaing dengan kreditor lainnya terhadap kebendaan debitor
sehingga kurang memberi kepastian hukum dalam pelunasan hutang.
Kemungkinan dapat terjadi. debitor mengalihkan hak atas kebendaannya dari
kreditur yang satu denzan yang lainnya. Kreditor juga sulit untuk menguasai
secara langsung atas kebendaan debitor yang menjadi objek tanggungan. Dalam
hal ini telah terjadi kelemahan yang menyebabkan kreditor perlu meminta
Jaminan secara khusus lagi kepada debitor (kreditor konkuren). Bukan lagi
sebagai salah satu bentuk jaminam yang paling disukai oleh bank karena lebih

memberikan rasa tentram bagi orang yang memberikan hutang.



Salah satu sifat dari perjanjian jaminan adalah accessoire, karena
perjanjian jaminan itu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada perjanjian
utamanya. Berasal dari bahasa latin “Accedre” yang berarti mengikuti,
membuntuti, mendekati orang atau barang sesuatu, maka perjanjian utamanya
musna apabila hak jaminannya musna sebaliknya apabila hak jaminannya
musnah, maka tidak menyebabkan perjanjian utamanya musnah®. Selain sifat
utama tersebut, juga terdapat sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan
dalam akta Hak Tanggungan, mengikuti objeknya dalam tangan siapapun berada
(droite de suite),Hak Tanggungan dapat beralih karena ditentukan oleh undang-
undang dan dialihkan dengan perbuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, mengingat sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria
yang baru, di dalamnya hanyalah memuat asas-asas serta soal-soal pokok dalam
garis besarnya saja. Undang-Undang itu disebut Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) berdasarkan Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 pada diktum
kelima Undang-Undang tersebut. UUPA tersebut menyatakan pasal tentang hak
tanggungan yaitu pada Pasal 51 juncto Pasal 57. Pasal 51 UUPA menyebutkan

bahwa “Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha

dan Hak Guna Bangunan”.

3
Kartono, 1973, Hak-Hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita,. Jakarta, him. 5.



Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan :

“Selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam

Pasal 51 belum terbentuk maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan

mengenai Hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Statsblad 1908-542

sebagai yang telah diubah dengan Statsblad 1937-190.”

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria,
sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada
hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan
Credietverband. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria, lembaga Hak Tanggungan itu belum ada, karena belum adanya
Undang-Undang yang mengatur secara lengkap, sesuai dengan yang dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang tersebut, sehingga menurut Pasal 57
Undang-Undang Pokok Agraria, selama undang-undang tersebut belum terbentuk
terhadap Hak Tanggungan masih berlaku ketentuan Hyporheek sebagaimana
dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan
ketentuan Credietverband dalam Statsblad Tahur 208 Nomor 542 yang diubah
dengan Statsblad Tahun 1937 Nomor 190.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

Tanah atau disebut Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) berdasarkan

Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor



3632 pada 9 April 1996 maka Hak Tanggungan diatur dalam satu Undang-
Undang nasional.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang ditunjuk sebagai hak atas
tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan
adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan sebagai hak-hak
atas tanah yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditentukan bahwa
Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Dalam ayat 2 dinyatakan pula bahwa “Selain
hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Hak Pakai atas anah
negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut
sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani dengan Hak Tanggungan”.

Dalam perkembangan ini Hak Pakaipun harus didaftar. vaitu Hak Pakai
atas Tanah Negara yang menurut sifat dan kenvataannya dapat
dipindahtangankan, yaitu yang diberikan kepada orang persecrangan dan badan-
badan hukum perdata. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tzhun 1985 Tentang
Rumah Susun, Hak Pakai yang dimaksudkan itu dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani Fiducia. Dalam Undang-Undang ini Hak Pakai tersebut ditunjuk
sebagai objek Hak Tanggungan. Dengan demikian telah terjadi dualisme hukum

yang berkembang dalam hukum jaminan terhadap Hak Pakai dari fidusia menjadi

hak tanggungan.



Melalui Undang-Undang Hak Tanggungan telah dipertegas bahwa Hak
Pakai dapat dijadikan objek Hak Tanggungan khususnya Hak Pakai yang
diberikan atas tanah negara, telah bersifat dan dapat dipindahtangankan kepada
pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi dualisme
hukum terhadap pembebanan hak pakai, oleh karena sebab tersebut penyusun
tertarik untuk mencoba membahas dan meneliti serta menjelaskan tentang : “Hak
Pakai Sebagai Objek Hak Tanggungan Menurut Ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996.” Karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996, hak pakai belum diatur di dalam UUPA.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan vang akan
dibahas dalam skripsi ini adalah :
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Hak Pakai Atas Tanah dapat
menjadi objek Hak Tanggungan ?

2. Bagaimana prosedur pembebanan Hak Pakai Atas Tanah sebagai objek

Hak Tanggungan ?

C. Ruang Lingkup
Dalam penelitian ini hanya mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan

Hak Pakai atas Tanah dapat menjadi objek hak tanggungan serta prosedur

pembebanannya.



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Hak Pakai Atas Tanah
dapat dijadikan objek Hak Tanggungan;

2. Menjelaskan prosedur pembebanan Hak Pakai Atas Tanah sebagai objek
Hak Tanggungan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah :

1. Teoritis, adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
memperluas wawasan serta menambah pengetahuan penyusun di bidang
Hukum Agraria.

2. Praktis, agar pelaksanaan ketentuan hukum dapat diterapkan oleh para
pihak yang berkaitan dengan Hak Pakai Atas Tanah.

F. Metodologi Penelitian
Dalam membahas masalah-masalah yang telah ditentukan dalam skripsi
ini diperlukan data serta bahan pemdukung lainnya untuk memperoleh data serta

bahan yang diperlukan, adapun metodologi dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian kombinasi

antara penelitian empiris dan peneltian normatif yang bertitik berat pada



penelitian empiris yang bersifat explanatoris. Penelitian empiris yang
dilakukan dengan tehnik wawancara dan dianalisi dengan metode kualitatif]
sedangkan penelitian normatif adalah penelitian dilakukan dengan menelusuri
perundang-undangan yang ada.’ Dikatakan bersifat explanatoris karena
mencari hubungan kausal antara beberapa variabel sehingga diperlukan
penjabaran dalam menentukan sebab akibat tersebut.
2. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
di lapangan®, data primer ini melalui tehnik wawancara dengan Pejabat Badan
Pertanahan Nasioanal kota Palembang dan masyarakat pemegang sertifikat
hak tanggungan. Tehnik wawancara dilakukan dengan metode purposive
sampling yaitu penyusun menentukan sendiri responden mana yang dianggap
mewakili keseluruhan subjek penelitian (populasi).

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data
primer,® data sekunder ini di peroleh dari peraturan-peraturan pertanahan serta
buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti.

3. Metode Analisis Data

Penyusun menggunakan metode kualitatif yaj

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendas#fi gfi\w‘fujdaan suatu”
wedd )
= U |

4 - - 4 f

) Kris Sunarto, 2007, dalam; http://axc.ugm.ac.id/files, diakses pada c;%ﬂ' 009 Y

2 Kris Sunarto, 2007, dalam; http://arc.ugm.ac.id, diakses pada 18 jumi\2009+"
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Surabayayhlm. 155 -/
\
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gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat,7 sehingga diperoleh suatu
gambaran nyata, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan tehnik
induktif yaitu menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku
dalam suatu kehidupan dengan memulai dari kenyataan menuju ke teori.
Selain itu penyusun juga menggunakan tehnik deduktif yaitu menarik
kesimpulan yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya umum dalam

menilai suatu kejadian yang khusus.®

7
. El:crlhzll;l {\_slﬂfofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.
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